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Abstrak
 

Pelepasan hak atas objek tanah yang dimiliki oleh anak dibawah umur harus diwakili oleh orang tua yang

menjalankan kekuasaan orang tua atau wali yang ditunjuk dengan menjalankan perwalian, yang harus

didasari oleh adanya penetapan pengadilan untuk membuktikan bahwa orang tua atau wali itu berwenang

untuk mewaikili dan hal itu dilakukan atas dasar kepentingan si anak. Hal ini dikarenakan anak dibawah

umur dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk mewakili dirinya sendiri.

Selanjutnya maka penelitian ini berfokus pada kasus pelepasan hak di Jakarta Timur yang terdapat dalam

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1211 K/PDT/2021, bahwa telah dilakukan pelepasan hak yang juga

dianggap sebagai jual beli terhadap objek tanah dengan sertipikat hak milik atas nama si anak dibawah umur

oleh ayah dari si anak dibawah umur tersebut atas dasar kekuasaan orang tua tanpa adanya penetapan

pengadilan, yang kemudian hal ini mengakibatkan adanya sengketa terhadap objek tanah hak milik itu.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta yang terdapat dalam putusan untuk

menganalisis konstruksi hukum dan kesahan akta pelepasan hak yang dibuat oleh orang tua dari subjek

pemegang hak yang adalah anak dibawah umur tanpa didasari penetapan pengadilan. Penelitian ini

dilakukan menggunakan penelitian doktrinal. Data-data yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan

kualitatif. Alat pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen untuk menghimpun data dari sumber-

sumber peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pelepasan hak

yang dibuat oleh orang tua dari subjek pemegang hak yang adalah anak dibawah umur tanpa didasari

penetapan pengadilan menyebabkan perbuatan hukum pelepasan hak tersebut seharusnya tidak sah dan

mengakibatkan akta pelepasan hak tersebut dapat dibatalkan.

......The release of rights to land objects owned by minors must be represented by parents who exercise

parental authority or guardians appointed by exercising guardianship, which must be based on a court

decision to prove that the parent or guardian is authorized to represent and it is done based on the interests of

the child. This is because minors are considered incapable of performing legal acts to represent themselves.

Furthermore, this research focuses on a case of relinquishment of rights in East Jakarta in Supreme Court

Decision Number 1211 K/PDT/2021, where a relinquishment of rights, which is also considered a sale and

purchase of a land object with a certificate of ownership in the name of the minor, was carried out by the

father of the minor based on parental authority without a court order, which then resulted in a dispute over

the land object. Based on this, this research is based on the facts contained in the decision to analyze the

legal construction and validity of the deed of release of rights made by the parents of the right holder subject

who is a minor without being based on a court decision. This research was conducted using doctrinal

research. The data were analyzed using a qualitative approach. The data collection tool used is a document

study to collect data from sources of applicable laws and regulations. The results of the study illustrate that
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the release of rights made by the parents of the right-holder subject who is a minor without being based on a

court decision causes the legal act of releasing the right to be invalid and results in the deed of release of the

right to be canceled.


